
 

 

 
 
 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

NOMOR  45  TAHUN  2014 
 

TENTANG 
 

KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 dan 

ketentuan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 

Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 

Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  
 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, 

khususnya dengan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual dan sesuai ketentuan Pasal 4 

ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan 

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

diganti;   
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950 Halaman 86-92); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
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11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 

tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 

tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 68); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN SISTEM 
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. 

 
 

Pasal 1  
 

Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
yang terdiri dari: 
a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

b. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini.  

 
Pasal 2  

 
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, 
 

a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17); 
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b. Ketentuan Lampiran III mengenai Sistem Akuntansi Dan 
Pertanggungjawaban Butir C1 - C8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 68); 

 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 3  
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
      

     Ditetapkan di Semarang 
      pada tanggal     17 Juli 2014      

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 
 

GANJAR PRANOWO 
 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal    17 Juli 2014  
   
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH, 
 

ttd 
 

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 
 
 

 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 45. 


